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Pemerintah Perbaiki Sistem

Perlindungan Nasabah

JAKARTA— Direktur Jenderal
Pajak Ken Dwijugiasteadi
yakin Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 2017
tentang akses informasi
keuangan untuk perpajakan

atau Automatic Exchange
of Information (AEol) akan

disetujui Dewan. Menurut
dia, saat ini pemerintah.se="

dang memperbaiki sistem
perlindungan data informasi
nasabah dan wajib pajak.

~— “Level - permainan kita

sudah setara dengan (negara)
yanglain,”kata Ken,kemarin.
Direktorat Jenderal Pajak
akan mempertimbangkan
sanksi pidana lebih berat
bagi pembocoran data pajak
ke dalam revisi Undang-Un-
dang Ketentuan Umum Per-
pajakan. ;

Menteri Keuangan
Mulyani mengatakan pe-
nerbitan peraturan tek-
nis yang mengatur pelak-
sanaan pertukaran infor-
masi keuangan untuk per-
pajakan akan dilakukan
paling lambat 30 Juni

mendatang. Peraturan ter- '

Srt

sebut wajib diterbitkan
sebagai persyaratan keter-
libatan pertukaran infor-
masi keuangan secara inter-
nasional. | : ;

Peraturan teknis itu,
kata Sri, mencakup lima
penjelasan, yaitu menge-
nai} ‘obyek ‘yang [‘harus
dilaporkan sesuai dengan
common “reporting - sys-
tem, prosedur rekening

keuangan, danpenjelasan:

mengenai” lembaga yang
wajiby meélaporkan. Selain
itu, peraturan menteri ke-

uangan mengatur-keraha-

siaan data wajib pajak, ser-
ta pengenaan sanksi atas
pelanggaran terhadap lem-
baga pelapor.

Jika tak segera mener-
bitkan aturan teknis ter-
sebut, Indonesia akan

dianggap sebagai negara

yang tak kooperatif oleh
negara yang berkomitmen
menjalankan pertukaran
informasi keuangan. “Indo-
nesia akan. dianggap tak
transparan, atau setara tax
haven country sebagai tu-
juan pencucian uang dan

pendanaan terorisme,” kata
Sri.

~Komisi Keuangan De-
wan Perwakilan Rakyat
menyatakan berkeberatan
atas beberapa pasal da-
lam perpu yang mem-
berikan kewenangan pe-
nuh kepada Direktorat
Jenderal Pajak untuk me-

. meriksa rekening nasabah

dalam hal data pajak.
Ketua Komisi Keuangan,

Melchias Mukus Mekeng,

mengatakan kewenangan
tersebut ditakutkanakan

_ membuat khawatir nasa-

bah dan pelaku industri
keuangan serta berten-
tangan dengan sistem self
assessment dalam keten-
tuan umum perpajakan.
Komisi Keuangan akan
membawa Perpu AEol ini
ke Badan Musyawarah
DPR. Setelah mendapat
persetujuan Bamus, ba-
rulah DPR dapat memper-
timbangkan lebih jauh apa-
kah perpu tersebut dapat |
disetujui menjadi undang-
undang.
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